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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

 

1. Terdapat kekeliruan terhadap ketiga aturan yang mengatur tentang penerapan 

konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran 

nama baik. Kekeliruan yang dimaksud tersebut meliputi pengertian atau 

pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif, sehingga 

pengimplementasiannya dalam proses penanganan suatu perkara pidana juga 

menjadi keliru. Dapat dilihat bahwa konsep ini diartikan atau dipahami sebagai 

sistem penyelesaian perkara pidana semata-mata untuk mengurangi beban 

kepolisian dalam proses penanganan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif 

sendiri memiliki 3 (tiga) prinsip yakni pemulihan terhadap kerugian yang timbul 

dari para pihak khususnya korban dan pelaku, partisipasi semua pihak seperti 

masyarakat, dan transformasi peran dan hubungan antara masyarakat dengan 

pemerintah. Ketiga prinsip ini tidak dapat dipenuhi apabila konsep keadilan 

restoratif diartikan atau dipahami sebagai sistem penyelesaian perkara pidana. 

Oleh karena itu, konsep ini harus diartikan atau dipahami sebagai model 

keadilan agar prinsip-prinsip dalam konsep tersebut dapat diterapkan dalam 

penanganan suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama 

baik. 

 

2. Proses penegakan hukum atau penanganan terhadap perkara pidana melalui 

peradilan konvensional lebih berfokus terhadap pemberian hukuman kepada 

pelaku atas perbuatannya dan pemulihan terhadap diri korban tidak terlalu 

dipikirkan. Seharusnya dalam suatu penanganan perkara tindak pidana tidak 

hanya sebatas dalam pemberian sanksi kepada pelaku saja, melainkan 

pemulihan kerugian terhadap diri korban juga harus difokuskan. Oleh karena 

itu, model pendekatan keadilan restoratif menjadi solusi yang tepat dalam 



69 
 

penanganan suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama 

baik karena adanya prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam model 

pendekatan ini. Keadilan restoratif mempunyai batasan terhadap tindak pidana 

apa saja yang dapat diterapkannya konsep ini. Biasanya, model pendekatan ini 

hanya dapat diterapkan dalam proses penanganan perkara pidana yang bersifat 

ringan saja. Akan tetapi, apabila kita dapat memahami konsep ini dengan benar 

yakni sebagai model keadilan dan bukan sebagai sistem penyelesaian perkara 

pidana, maka batasan terhadap tindak pidana tersebut dapat dikesampingkan. 

Oleh karena itu, model pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan solusi 

yang tepat untuk menangani suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana 

pencemaran nama baik. 

 

B. Saran 

 Dikatakan sebelumnya bahwa konsep keadilan restoratif ini hadir untuk 

mengurangi beban terhadap kepolisian saat menangani suatu perkara pidana. Jika hanya 

menitikberatkan pada hal tersebut, maka penulis menyarankan bahwa suatu perkara 

pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik di dekriminalisasi saja seperti 

yang penulis telah jelaskan jauh sebelumnya. Tujuan dari dekriminalisasi sendiri 

tergantung pada konteks hukum dan sosial suatu negara atau wilayah. Akan tetapi, 

dapat dikatakan bahwa tujuan dari dekriminalisasi yakni lebih memusatkan penegakan 

hukum pada kejahatan yang lebih serius. Dalam hal ini, karena tindak pidana 

pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka penanganan terhadap perkara 

pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak kepolisian 

dimana pihak pelaku dan korban saling bertemu dan mencari solusi yang tepat terhadap 

permasalahan yang terjadi. Tujuan selanjutnya adalah pencegahan terhadap 

penyalahgunaan hukum. Dalam hal ini, konsep keadilan restoratif dalam 

pengimplementasiannya telah keliru karena pemahaman terhadap konsep ini tidak 

tepat. Oleh karena itu, konsep ini tidak perlu digunakan jika hanya untuk mengurangi 

beban terhadap kepolisian saat menangani suatu perkara pidana khususnya tindak 

pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana tersebut didekriminalisasikan saja. 

  

 Model pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep yang tepat untuk 

menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik, seperti yang telah penulis 

jelaskan sebelumnya. Namun sebelum konsep ini diterapkan dalam penanganan suatu 
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perkara pidana, maka penulis menyarankan untuk menjelaskan pemahaman serta 

prinsip-prinsip utama pada konsep keadilan restoratif dalam setiap peraturan yang 

mengatur tentang penanganan suatu perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan 

restoratif, terutama ketiga aturan yang mengatur tentang penerapan konsep keadilan 

restoratif dalam menangani perkara pidana pencemaran nama baik. sehingga, dalam 

pengimplementasiannya, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan. Adapun salah satu 

prinsip yang perlu dijelaskan secara jelas, yakni prinsip keterlibatan atau partisipasi 

semua pihak dimana salah satu pihak yang dapat terlibat adalah masyarakat. Penulis 

menyarankan bahwa perlu dijelaskan kembali, siapa yang dimaksud dengan masyarakat 

ini. Penulis menyarankan bahwa masyarakat yang dimaksud misalnya seperti tokoh 

agama atau pemangku adat dari pihak-pihak yang berperkara. Perlu diingat kembali 

bahwa tindak pidana pencemaran nama baik biasanya dilakukan di media sosial dan 

terjadi di kota-kota besar. Maka perlu dijelaskan kembali bahwa masyarakat yang dapat 

terlibat dalam proses tersebut yakni orang-orang yang melihat atau menyaksikan suatu 

tindak pidana itu terjadi. 
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